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BUPATIKEPAHIANG 
PROVINSIBENGKULU 

PERATURAN BUPATI KEPAHIANG 
NOMOR t'\ TAHUN 2019 

TENTANG 

TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA 
DI KABUPATEN KEPAHIANG 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KEPAHIANG, 

a. bahwa salah satu upaya untuk memberi kesempatan yang seluaa-luaanya kepada Warga Negara Uaia Sekolah dalam memperoleh layanan pendidikan adalah dengan melaksanaka.n penerimaan pescrta didik baru yang harus dilalrukan sccara transparan, obyektif dan dapat 
dipertanggungjawabkan; 

b. ~wa scsuai deng5!1 ketentuan Pasal 3 hurup b angka 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah menengah Kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat, Pcme:rintah Daerah berkewajibanmenetapkankebijakandalammelaksanakanPen erimaanPescrtaDidikBaru; 
c. eanwa eemasaiJiail peroiii98.Rgaii se6agaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak dan Sekolah. I 

L Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem PendidikanNasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, TambahanLembaran Negara Republic Indonesia Nomor 4301); 
2. Undang-Undang Republic Indonesia Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 4349); 
3. Und~g-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Lem~ Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038; 



Menetapkan 

. N 23 Tahun 2014 4 Undang-Undang Republllc lndone ,a omor R blik 
. tentang Pemcrintahan Da rah (Lembaran Negara Le~b~an 

tndoneRla Tahun 20 14 Nomor 244, Tambahan lah 
N garA R pul>lfk tndon sla Nomor 5587) eebagalmana te 
dlub&h t rakhlr rl f'tgat, Undang•Undang Nomor 9 uTtun 
201 ~ ntang perubahan k dua ataa Undang- n ang 
N mor 23 Tnhun 2014 tentang p merlntahan Daer~ 
menja.dl Undang•Undang (Lembaran . Negara Repub 
tndon sia Tahun 2015 Nomor 58, Tsmbahan Lembaran 
N gara R publik Indonesia Nomor 5579); jib 

s. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 200~ tentang Wa 
Belajar Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2008 

Nomor 90; li.k I d · 
6 Peraturan Menterl Pendidikan Nasional Repub n ones1a 

· Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan 

Pendidikan; R blik 
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ~u 

Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penenmaan 
Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kana.k, Sekolah 
Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah M~nengah 
Atas, Sekolah menengah Kejuruan, at.au Bentuk Lain Yang 
Sederajat; 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI KEPAHIANG TEN'MNG TATA CARA 
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK­
KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH 
PERTAMA DI KABUPATEN KEPAHIANG. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati inj yang djmaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Kepahiang. 
2 . Pemerintah Daerah adalah Bupati Kepahiang sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3 . Sckretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kepahiang. 
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepahiang. 
5. Kepala Dinas a.dalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kepahiang. 
6 . Kementerian Agarna Kantor Kabupaten Kepahiang yang selanjutnya disebut 

Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Wilayah Kementerian Agama 
Kabupaten Kepahiang 

7 . Komite Sekolah atau Madrasah adalah badan mandiri yang beranggotakan 
orang tua/wali peserta didik, tokoh masyarakat selain guru dan tenaga 
kependidikan yang aktif dan pakar pendidikan yang relevan yang peduli 
pendidikan pada satuan pendidikan di Daerah. 

8. Pendidikan Formal ada1ah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang 
yang terdiri atas jenjang Pendidikan Anak Vsia Dini Formal, Pendidikan 
Dasar Formal, dan Pendidikan Menengah Formal. 

9 . Pendidikan Nonfonnal adalah jalur pendldikan di luar pendidika n formal yang 
dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang terdiri atas jenjang 
Pendidikan Anak Usia Dini nonformal, Pendidikan Dasar nonformal, dan 
Pendjdikan Menengah nonformaJ. 



\0. ~ndidik n in~· ,h rtu\nh pendtdlknn keagamaan islam yang di l , mka\t, Pf'd t'mu .I \ur dnn J f\)nng pendldtkan. \ \ ""'" :Hdik n nf\k 81 Dini Forrnnl dR\oh auotu upnya pemblnaan yang · di\\\l lk n k dA anak usl 4 (t"fflpat) tohun eampal dengru, 6 (enam) tahun t rbtntuk m n l\ nnk•K n k dnn ynng s d rajat oltu Raudhatul A~f~. l , ""'' dktl\~ " r F m1 \ nda\ah Jertjang pendldf kan ang melandaaf J~Jang f"'t\did,k n mt"n<"t"'tt h, yang diae\enggarakon pada satuan pe~d1dikan ~ntuk t"kol h r dan . ang eederajat yaitu Madraaah lbtlda1yah dan ~ndi<Hkan Oin~·ah OaMr serta menjadi satu kesatuan kelanjutan ~ndidik n pada tu n • ang bcrbentuk Sekolah Menengah Pertama _dan ~ ng M'dcf'l\l t, y itu Madrosah Tsanawiyah dan Pend(d(kan Dimyah 
1<"nt"t h Pcrta\n\t\. . \ ... . Kt"pal Se-k \a_h atau Kepala Madrasah adalah guru yang diangk~t d~ _d1beri tugas tambahan untuk memimpin satuan pendidlkan anak uS1a dim atau pendidik n da r atau pendidikan menengah jalur formal. l~. Tllman Kan~k--anak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk - tuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang men,yelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat} tahun mpa.i dengan 6 (enam) tahun. 

15.. Raudhatul Athfal yang selanjutnya disingkat RA atau Bustanul Athfal, yang selartjutnya disingkat BA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidik-an dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun. 
16. Sck"'Olah Oasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidilcan dasar. 
17. Madrasah lbtidaiyah yang selanjutnya disingkat Ml adalah salah satu bentu.k satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidilcan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar. 
18. Sckolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidilcan dasar sebagai lanjutan dari SD atau yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara antara lain Paket A. 
19. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidilcan umum de~gan ke~asan agama Islam ~da jenjang ~ndidikan dasar sebagai lanJutan dan SD, Ml, atau bentuk lam yang sederaJat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau Ml. 
20. Sekolah adalah TK, SD, dan SMP yang diselenggarakan oleh Pemerintah Dacrah. 
21 . Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potenai melalui proses pembelajaran yang tersedia pada Jenjang TK/RA, SD/Ml, dan SMP/MTs. 
22. Calon P rta Didik Baru adalah anggota masyarakat yang mendaftrakan diri dan/atau didaftark.an untuk menjadi peserta didik barn pada suatu satuan pendidikan. 
23. Pe rta Didik Baru adalah Peserta Didlk ng telah din atakan dtterima pada u tu Satuan P ndidf kan. 
24. Pe r:t.a Didik Pindahan adalah pe rt didlk yang berasal dari suatu Satuan Pend1dikan yang mengajukan pindah pad Satuan P ndidikan lain . 25. Penerimaan Pescrta Didik B ru atau laajutnya disebut PPDB adalah proses penerimaan C Ion Pc rta Didik menjadl pescrta didik pada suatu Satuan Pendidikan. 



26. Penerimaan Peserta Didik Pindahan adalah proses penerimaan Peserta Didik dari suatu Satuan Pendidikan ke Satu~ Pendidikan lain. 27. SHUN adalah Sertifikat Hasil Ujian Nasional para peserta didlk. 28. Rombel adalah jumlah rombongan belajar pada sekolah . . 29. Petunjuk teknis ppdb yang disingkat petunjuk teknis adalah petuJuk yg di tetapkan oleh kadis meliputi penetapan tanggal pelaksanaan ppd?, pelaksanaan PPDB, jumlah rombel, pengaturan wnasi, dan batasan usui sekolah . 

BAB II 
TUJUAN & AZAS 

Pasal 2 

PPDB dan Penerimaan Peserta Didik Pindahan bertujuan memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi Warga Negara Usia Sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya. 

Pasal 3 

( 1) PPDB dilaksanakan dengan asas: 
a . Nondiskriminati.f; 
b. Objekti.f; 
c. Transparan; 
d. Akuntabel; dan 
e. Berkeadilan. 

(2) Yang dimaksud dengan asas tidak diskriminati.f sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a , merupakan seluruh proses dan kegiatan PPDB dilaksanakan dengan menjunjung nilai-nilai persamaan, tidak membedakan berdasarkan gender, etnis, suku, agama, status sosial dan latar belakang kecuali yang secara khusus dirancang untuk melayani Peserta Didik dari kelompok gender atau agama tertentu. (3) Yang dimaksud dengan asas objekti.f sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan seluruh proses dan kegiatan PPDB dilaksanakan berdasarkan data dan informasi yang benar. 
(4) Yang dimaksud dengan asas transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan seluruh proses dan kegiatan PPDB dilaksanakan secara terbuka. 
(5) Yang dimaksud dengan asas akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf d, merupakan seluruh proses dan kegiatan PPDB dapat dipertangungjawabkan secara teknis, administrasi, dan teknik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(6) Yang dimaksud dengan asas berkeadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan di kecualikan bagi Sekolah yang secara khusus melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu. 

Pasal 4 

Satuan pendidikan yang dapat menerima Peserta Didik Baru dan Peserta Didik Pindahan wajib memiliki izin operasional atau izin pendirian dari Dinas atau Kantor Kementerian Agama sesuai kewenangannya. 

Pasal 5 

Dalam PPDB dan Peserta Didik Pindahan, satuan pendidikan mengikuti ketentuan yang ditetapkan petunjuk teknis. 



Pasa16 

Oin melakuk n k-ootdina&i d n pemantauan kepada Kantor Kementerian • ma se-suRi dengan k"t"wen n nnya dalam pelaksanaan PPDB dan Peserta Oidik Pind han. 

BAB 11 
TATA CARA PPDB 

Bagian Kesatu 
Pelaksanaan 

Pasal 7 

(1) Sck-olah melak"'Sanak'llll kegiatan PPDB pada bulan Mei setiap Tahun. (2) Pelak"&Ulaan PPDB sebagaimana dima.ksud pada ayat ( 1) dimulai dari tahap: 
a. Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru pada Sek~ :ang bersangkutan dila.kukan secara terbuka; b. Pendaftaran · 
c . Selek"Si sesuai dengan jalur pendaftaran; d . Pengumuman penetapan peserta didik baru; dan e. Daftar ulang. 

(3) Pengumuman PPDB sebagaimana dima.ksud pada ayat (2) huruf a, paling sedikit memuat informasi sebagai berikut: a. Persyaratan calon peserta didik sesuai dengan jenjangnya; b . Tangga1 pendaftaran; 
c. Jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur zonasi, jalur prestasi, atau jalur perpindahan orangtua/wali; 
d . Jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas 1 SD dan kelas 7 SMP sesuai dengan data Rombongan Belajar dalam Dapodik; dan e. Tangga1 penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB {4) Pengumuman pendaftaran PPDB sebagaimana dima.ksud pada ayat (3) huruf e melalui papan pengumuman Sekolah maupun media lainnya. (5) Pengumuman penetapan peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dila.kukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam PPDB. (6) Penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh Kepala Sekolah dan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Sekolah. 

Pasal 8 

( 1) PPDB dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme dalam jaringan (daring). 
(2) Dalam hal tidak tersedia fasilitas jaringan, maka PPDB dilaksanakan melalui mekanisme luar jaringan (luring). 

Bagian Kedua 
Persyaratan 

Pasal 9 

Persyaratan calon peserta didik baru pada TK adalah: a . Berusia 4 (empat) tahun sa.mpai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan 
b. Berusia 5 (lima) tahun sa.mpai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B. 



Pasal 10 

(1) Pers aratan calon pcsertA dfdfk baru k lae l (eatul SD berusfa: a. 7 (tujuh) tahu.n jatau 

(2) 
(3) 

b . Paling rendah 6 (enarn) tahun pada tanggal 1 JuU tahun berjalan . Sckolah wajib mcnerima peserta dldlk yang berueia 7 (tujuh) tahun . . Pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (JI huruf b yaJtu paling rendah ~ (Hrna) tahun ~ (cnam) bulan pada tanggal 1 juli tahun berjalan yang dipenmtukan bagi calon pcserta didik yang memilild potensi kecerdasan dan/ata~ b~t istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendas1 tertults dari psikolog profesional. 

Pasal 11 

Persyaratan calon pcserta didik baru kelas 7 (tujuh} SMP: a. Berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun bcrjalan; dan 
b. Memiliki ijazah atau surat tanda tamat belajar SD atau bentu.k lain yang scderajat. 

Pasal 12 

Syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 dtouktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleb pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah/kepala desa setempat sesuai dengan domisili calon peserta didik. 

Pasal 13 

( 1) Persyaratan calon peserta didik baru baik warga negara Indonesia a tau warga negara asing untuk kelas 7 (tujuh) yang berasal dari Sekolah di luar negeri selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, wajib mendapatkan surat keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar. 
(2) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), peserta didik warga negara asing wajib mengikuti martikulasi pendidikan Bahasa lndonesia paling singkat 6 bulan yang diselenggarakan oleh Sekolah yang bersangkutan. 

Pasal 14 

Ketentuan terkait persyaratan usia dan memiliki SHUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 dikecualikan bagi peserta didik penyandang disabilitaa di sekolah yang menyelenggarakan layanan inklusif. 

Pasal 15 

(1) Apabila berdasarkan hasil seleksi PPDB, Sekolah memiliki jumlah calon peserta didik yang melibihi daya tampung, maka Sekolah wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada Dinas. (2) Dinaa sesuai dengan kewenangannya wajib menyalurkan kelebihan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Sekolah lain dalam zonasi yang sama. 



(3) · climaksud Dalam hal daya tampung pada zonasi yang sama sebagaiman . pada ayat (2) tidal< tersedia, peserta didik disalurkan ke Sekolah lam dalam 

(4) 

(5) 

zonasi terdekat. 
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) d~ ayat dilakukan sebelum pengumuman penetapan hasiJ proses seleks1 PPDB. Dalam pelaksanaan PPDB, Sekotah dilar9:11g: a . menambahjumlah Rombongan BelaJar; dan/atau b . menambah ruang kelas baru. 

Pasal 16 

Sekolah wajib melal<ukan pengisian, pengiriman, dan pemutakhiran_ data ~~rta didik dan Rombongan Belajar dalam Dapodik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester. 

Bagian Ketiga 
Jalur Pendaftaran PPDB 

Pasal 17 

(1) Pendaftaran PPDB dilaksanakan melaluijalur sebagai berikut: a. Zonasi; 
b . Prestasi;atau 
c. Perpindahan tugas orang tua/wali. . . . (2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf a paling seclikit 90% (sembilan puluh persen) dari daya tampung Sekolah. (3) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf b paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah. (4) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf c paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Sekolah. 

(5) Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur dari 3 (tiga) jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam satu zonasi. (6) Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi sesuai dengan domisili dalam zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur prestasi di luar zonasi domisili peserta didik. 

Pasal 18 

( 1) Dalam hal jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) tidak terpenuhi maka sisa kuota clialihkan ke jalur zonasi atau jalur prestasi. 
(2) Penetapan tidak terpenuhinya kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh sekolah pada saat gelombang pertama selesai. 

Pasal 19 

(1) Dalam melaksanakan PPDB melalui jalur zonasi dengan kuota paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat ( 1) huruf a, Sekolah wajib menerima calon peserta clidik yang berdomisili sesuai zona yang telah di atur pada petunjuk teknis dari Dinas. (2) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB. 
(3) Kartu Keluarga dapat diganti dengan surat keterangan domisili Kelurahan/Desasetempat yang menerangkan bahwa peserta didik yang 



(4) 

( 1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak 
diterbitkannya surat keterangan domisili. 
Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki ka.rtu keluarga atau 
surat keterangan domisili dalam satu•wilayah Kabupaten/Kota yang sama 
d ngan Sekolah asal. 

Pasal 20 

Kuota paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dalam jalur . zonasi 
sebaga.imana dimaksud dalarn Pasal 17 ayat (2) termasuk kuota bagi: 
a. Peserta didik tidak mampu; dan/atau 
b. Anak penyandang disabilitas pada Sekolah yang menyelenggarakan 

la,yanan inklusi. . . 
Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonorm tidak mamp~ 
sebaga.imana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan b_ukti 
keilrutsertaan Peserta Didik dalam program penanganan keluarga tidak 
mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. 
Orang tua/wali peserta didik wajib membuat surat kete~gan yan~ 
menyatakan bersedia di proses secara hukum, apab1la terbukti 
memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga 
tidak mampu dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) . 
Peserta didik yang Orang tua/walinya terbukti memalsukan bukti 
keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari 
Pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 
akan dikenai sanksi pengeluaran dari Sekolah. 
Sanksi pengeluaran dari Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
diberikan berdasarkan basil evaluasi Sekolah bersama dengan Komite 
Sekolah dan Dinas sesuai dengan kewenangannya. 
Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan dalam program 
penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah atau Pemerintah 
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sekolah bersa.ma Dinas 
terkait wajib melakukan veriftkasi data dan lapangan serta 
menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan perundang­undangan. 
Pernyataan bersedia diproses secara hukum sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) berlaku juga bagi orang tua/wali yang terbukti memalsukan 
keadaan sehingga seolah-olah Peserta Didik merupakan penyandang disabilitas. 
Sanksi pengeluaran dari sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
berlaku juga bagi Peserta Didik yang memalsukan keadaan sehingga 
seolah-olah Peserta Didik merupakan penyandang disabilitas. 

Pasal21 

(1) Penetapan zonasi dilakukan pada setiap jenjang, dengan prinsip 
mendekatkan domisili peserta didik dengan Sekolah. 

(2) Penetapan zonasi dengan memperhatikan jumlah ketersediaan daya 
tampung yang disesuaikan dengan ketersediaan jumlah anak usia sekolah pada setiap jenjang di Sekolah. 

(3) Sekolah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili sesuai zona 
yang telah di atur pada petunjuk teknis dari Dinas. 

Pasal 22 

(1) Jalur prestasi dengan kuota paling banyak 5% sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 17 ayat (l)huruf c ditentukan berdasarkan: 



.. 

(2) 

(1) 

(2) 

( 1) 

(2) 

a . Nilai ujian Sekolah berstandar nasional atau UN; dan/ata~ 
b. Hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akad~ m~ugkapu~ 

non akademik pada tingkat intcmasional, tingkat nas1onal , tin 
provinsi dan/atau tingkat kabupatcn/kota. . . Peserta didik yang masuk melalui jalur Prestasi merupakan peserta dJClik 

yang berdomisili di luar atau dalam zonasi Sekolah yang bersangkutan. 

Pasal 23 

Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebAgaimana dimaks~~ dalam 
pasal 17 ayat ( 1) huruf c ditunjukan bagi calon peserta didik yang 
bcrdomisili di luar zonasi Sckolah yang bersangkutan. 
Perpindahan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dibuktikan 
dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan 
yang memperkerjakan. 

Pasal 24 

Ketentuan mengenai jalur pendaftaran PPDB melalui zonasi, prestasi, dan 
perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 7 
sampai dengan pasal 23 dikecualikan untuk : 
a. Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat; 
b. Sekolah Kerja Sama; 
c. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus; 
d. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus; 
e. Sekolah berasrama; dan 
f. Sekolah di daerah yangjumlah penduduk usia Sekolah tidak dapat 

memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar. 
Pengecualian ketentuan jalur pendaftaran PPDB bagi Sekolah di daerah 
yang jumlah penduduk usia Sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan 
jumlab peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf g akan di tetapkan denganKeputusan Kepala Dinas. 

Bagian Keempat 
Seleksi PPDB 

Pasal 25 

(1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (sa.tu) SD hanya menggunakan 
jaJur ronasi dan jaJur perpindahan tugas orang tua/wali. 

(2) Seleksi calon peserta didik baru keles 1 (satu) SD mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut: 
a. Usia sebagaimana dimaksud dalam Pesa.I 10 ayat (1) ; dan 
b. Jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah dalam zonasi yang akan 

ditetapkan oleh petunjuk teknis. 
(3) Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun dengan domisili dalam zonasi yang telah ditetapkan. 
(4) Jika usia calon peserta did~ se?egaimana dimaksud pada ayat (1) sama, 

maka penentuan peserta did1k d1desarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan Sekolah. 
(5) Dalarn seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD tidak dilakukan tes membaca, menulis, den berhitung. 



.. 

• 

Pas.al 26 

Seteksi caton peserta didik baru k las 7 (tajuh) SMP menggunakan jalur wnasi, jatur prestasi , dan j alur pcrpindahan tugae orang tua / wali. 

( l) 

(2) 

Pasal 27 

teksi calon pcserta didlk baru kelas 7 (tujuh) SMP yang me nggunakan mekanisme daring dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal 
terdekat ke Sekolah dalam zonasi yang ctitetapkan. 
Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sarna, maka yang diprioritaskan adalah peserta yang mendaftar lebih awal. 

Pasal 28 

(1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP yang menggunakan mekanisme luring, dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan Sekolah dalam wnasi yang telah di tetapkan. 
(2) Untuk daya tampung terakhir dari sisa kuota jalur zonasi, jika terdapat 

calon peserta didik yang memiliki jarak tempat tinggal dengan Sekolah sama, maka dilakukan dengan memprioritaskan peserta didik yang 
memiliki nilai ujian Sekolah berstandar nasional lebih tinggi. 

Bagian Kelima 
Daftar Ulang dan Pendataan Ulang 

Pasal 29 

( 1) Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada Sekolah yang bersangkutan. 
(2) Pendataan ulang dilakukan oleh TK dan Sekolah untuk memastikan status peserta didik lama pada Sekolah yang bersangkutan. 

Bagian Keenam 
Biaya 

Pasal 30 

(1) Pelaksanaan PPDB pada Sekolah yang menerima bantuan operasional Sekolah tidak dipungut biaya. 
(2) Pendataan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) tidak dipungut biaya. 
(3) Sekolah dilarang: 

a . Melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait d engan pelaksanaan PPOB maupun perpindahan peserta didik; dan 
b . Melakukanpungutan untuk membeli seragam atau buku tenentu yang dikaitkan dengan PPDB. 



BAB 111 
PERPlNDAHAN PESERTA DIDIK 

Pasal31 

(1) Perpindahan peserta didik antar Sekolah dalam satu daerah kabupaten/kota, antar kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi , atau antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah asal dan Kepala Sekolah yang dituju. 
(2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik. 
(3) Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pad a ayat ( 1) dan ayat (2) wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB dan/ atau sistem zonasi yang diatur dalam Peraturan Bupati ini. 

BAB IV 
PELAPORAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 32 Sekolah wajib melaporkan PPDB dan perpindahan peserta didik antar Sekolah setiap tahun pelajaran kepada Dinas. 

BABV 
SANKS! 

Pasal33 

(1) Pelanggaran terhadap Peraturan Bupati ini diberikan sanksi dengan ketentuan sebagai berikut: 
a . Bupati memberikan sanksi kepada pejabat dinas berupa: 1. Teguran tertulis; 

2 . Penundaanatau pengurangan hak; 
3 . Pembebasan tugas; dan/ atau 
4. Pemberhentiansementara/ tetap dari jabatan. b. Dinas memberikan sanksi kepada kepala Sekolah, guru, dan/ atau tenaga kependidikan berupa: 
1. Teguran tertulis; 
2 . Penundaan atau pengurangan hak; 3. Pembebasan tugas; dan/atau 
4. Pemberhentian sementara/tetap dari jabatan. (2) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

BAB VI 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 34 

1. Bagi Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima dana Bantuan Operasional Sekolah, mulai tahun ajaran 2020/2021 wajib melaksanakan PPDB dimulai pada bulan Mei. 2. Khusus untuk pelaksanaan PPDB tahun ajaran 2019 /2020, ketentuan mengenai domisili calon peserta didik berdasarkan alamat pada kartu keluarga atau surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud dalam 
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Pasal 19 ayat (2) dapat diterbitkan paling aingkat 6 (enam) bulan aebelum pelaksanaan PPDB. 

BAB VI 
l<ETENTUAN PENUTUP 

Pasal 35 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 420-13 'l'a.hun 2016 tentang Tata Cara Penerimaan Peaerta Didik Baru Pada Satuan Pendidlkan di Kabupaten Kepahiang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 36 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepahiang. 

Diundangkan di Kepahiang 
Pada tanggal 2019 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN KEPAHIANG, 

ZAMZAM! Z 

Ditetapkandi Kepahiang 
Pada tanggal 3 j1A.n1 · 2019 T\ BUPATI KEPAHIANG, /-

~~_:?~·~ 
/HIDAY A TULLAH SJAHID &-,· 

1"---

SERITA DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2019 NOMOR 


